BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, yang menyebutkan selain mempunyai kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan
Bupati/Walikota mempunyai kewajiban untuk
memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota kepada
Pemerintah, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK, dan
menginformasikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota

kepada masyarakat.

b. bahwa.



Mengingat:

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun

|

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022,
yang menyebutkan Bupati menetapkan Peraturan
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBK Tahun Anggaran 2022, sebagai rincian lebih lanjut
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun
Anggaran 2022, maka perlu diatur dalam Peraturan
Bupati Pidie Jaya ten tang Penjabaran
Pertanggungijawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun
Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajgk Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569};

3. Undang-..



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736},

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomeor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400},

7. Undane- ..



7.

10.

i1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4683);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5243) scbagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680l);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan.).



L2

13.

14,

15.

16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomeor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 51355);

17. Peraturan...



1.

18.

192,

20.

o b

L]

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjamamn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

23. Peraturan...



23.

24,

s,

26.

27.

28,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikast,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

29. Peraturan..



29,

30.

31.

32.

B38.

34.

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten
Pidie Jaya Nomor 4)} sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020
Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya
Nomor 5);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2020 Nomeor 7);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 4);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun
2023 Nomor 2);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 44 Tahun 2021
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2021 Nomor 44);

36. Peraturan.|.



36.

87

38.

39.

40.

41.

q2.

43.

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 52 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Subsidi yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie
Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor
52);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 53 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2021 Nomor 53);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 54 Tahun 2021
tentang Pedoman  Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2021 Nomor 54);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 55 Tahun 2021
tentang Pinjaman Daerah (Berita Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2021 Nomor 35);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 56 Tahun 2021
tentang Pedoman Pembentukan Dana Cadangan yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2021 Nomor 56j;

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 57 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie
Jaya Tahun 2021 Nomor 57);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 58 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2021 Nomor 58);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 59 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya
(Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 59);

44, Peraturan...



Menetapkan

44,

45.

46.

47.

48.

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 60 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2021 Nomor 60);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 61 Tahun 2021
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021
Nomor 61});

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 62 Tahun 2021
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie
Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor
62);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 63 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Berita
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

l. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah............covervvniene. Rp 99.689.460.480,60
B, Dams TYaislen csranamunmmmanmsne B | S05,338,.638.618,42
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah................Rp  28.431.969.000,00

Jumlah Pendapatam...consmmnsierisss

Rp 993.454.968.096,02

2. Belanja |..

S



2. Belanja

a. Belanja Operasi

1} Belanja Pegathai.. oo iabanim i

2) Belanja Barang dan Jasa......

3} Belanja Bumga . . niiii e ie
4] Belanja Subsidi....ccisssessvssnrmmmnnmssssasasss
5) Belanja Hibal.coiiiciansiiiimanss

6) Belanja Bantuan Sosial........

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah.........cccccvvmnennnennn
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4) Belanja Modal Jalan,

T g )02 11

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

c. Belanja Tak Terduga

1) Belanja Tidak Terduga....

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah

Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada

Jumlah Belanja

3. Pembiayaan:

| O (o) 50 0 P2 1= ) ] R eyl dpss ey

b. Pengeliaman..cuusviamuisvmns s

Jumlah Pembiayaan Netto

Irigasi

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal?2

Rp
Rp
Rp

. Rp

Rp

282.596.101.590,00
227.738.907.643,00
0,00

0,00
25.459.561.000,00
11.081.907.883,00

4.996.809.600,00
30.099.824.944,00

43.151.915.965,51

105.461.360.624,44
529.813.300,00

706.903.046,00

706.903.046,00
976.525.559.915,62

29.197.106.246,13
1.100.000.000,00
28.097.106.246,13

45.026.514.426,53

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi

anggarar.

Pasal3

o™

Pasal 4 .

{



Pasal4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

(’DrBUM'I‘I PIDIE JAYA;G

%}3 BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
~ KABUPA TEN PIDIE JAYA,

g

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 21
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